PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI LEBONG
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PT. BANK BENGKULU CABANG MUARA AMAN
SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN UANG KAS DAERAH DAN
PEMEGANG REKENING BENDAHARAWAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(OPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LEBONG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas
daerah berdasarkan pasal 179 Peraturan Menteri Dalam Neger1

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, maka perlu ditunjuk Bank yang sehat sebagal tempat
penyimpanan uang kas daerah Pemerintah Kabupaten Lebong

secara tertib dan bertanggung jawab;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

' Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Provinsi Bengkulu (Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4349);
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O,

10.

11.

Undang-Undang  Nomor 1~ Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4359);

omor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
~intah Pusat dan Pemerintahan Daerah

hlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Republik Indonesia Nomor 44338);

Undang-Undang N
Keuangan Antara Peme
(Lembaran Negara Repu
Tambahan Lembaran Negara

r 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
or 82, Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2011 Nom |
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

O Nomor 183,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomo

Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 23

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah
Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daeraﬁ
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);



<. Peratur . '
Akuntai; PCTSfI‘lnL:ah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
¢merintahan  (Lembaran Negara Republik

l Nomor 123, Tambah
. b ) a b

13, |
1;211::;1;?; gemer}intah Nomor 18 Tahun QQI6 tentang
Tah acrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
un. 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
14, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menc’iterl
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ’I‘a%n,lr;\I 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negard

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tal}un 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagalmana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Neger:t Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuka:n
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

17 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);

18  Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor S Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun

2019 Nomor J);

19. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Lebong;

20. Peraturan Bupati Lebong Nomor 56 Tahun 2019 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;

Memperhatikan : SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH
DAERAH  KABUPATEN LEBONG DENGAN PT. BANK

BENGKULU CABANG MUARA AMAN
DENGAN NOMOR:
790/DPPKAD /2008 DAN NOMOR: 26/HP.01.01/D3/2008.



KESATU

| lmpat penyimpanan Uang Kas Daerah Pemerir}tah K?Qbiiflgiré
Lebong  Tahun Anggaran 2020 dengan Kode e
202.01.01.10005.1.

KEDUA a4 Aman sebagal

Perangkat Daerah
Tahun

Menunjuk PT. Bank Bengkulu Cabang Mua

p€megang rekening bendaharawan Organisasl
(OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong

Anggaran 2020 yang sumber dana berasal dari APBD.

' ' (EDUA
O KETIGA . PT. Bank Bengkulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KED

mempunyai tugas sebagai berikut: —-
‘Q a. mgnegma dan membukukan dana-dana OPD yang bersum

dari APBD; | | | |
b. mengelola dana OPD untuk operasional masing-masing OPD;

c. menyampaikan Nota Kredit beserta bukt transaksl atas

penerimaan dan pengeluaran dan OPD;

d. mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterima

dan dikeluarkan kepada Bupati Lebong.

KEEMPAT . Dalam pelaksanaan keputusan ini harus sesuai dan berpedoman
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januarl 20?0
sampai dengan 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

C’ Ditetapkan di Tubei

B pada tanggal 6 Januari 2020
74 BUPATI LEBONG, f
. 4
H. ROSJONSYAH
Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebong.

2. 5dr. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong.
3. Sdr. Kepala PT. Bank Bengkulu Cabang Muara Aman

T oENERNTA KABUPATEN LERONG
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